
WALIKOTA TUAL 
PROVINSI MALUKU 

PERATURAN WALIKOTA TUAL 
NOMOR 2O TAHUN 2018 

TENTANG 

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKT'URAL KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA 
KOTA TUAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

WALIKOTA TUAL, 

Menirbang a. bahwa dalam rangka memberikan panduan dan pedoman 
kinerja guna meraksimalkan peran dan tanggung jawab 
dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan scrta pemberian 
motivasi yang dapat renghasilkan kinerja yang optimal, 
maka perlu disusun uraian tugas dan jabatan secara 
sistematis dan terpadu; 

b. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 19 
Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang 
Pembentuk~n ddni Su&sun~n Perangkat D~er~h Kot~ Tu@l, 
maka perlu uraian tugas jabatan struktural Kecamatan 
Pulau Dullah Utara Kota Tual sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas organisasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Walikota Tual; 

Mergingat I. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam 
Wilayah Dacrah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1645) 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lerbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4747; 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noror 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Noror 6, Tarbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494) 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pererintahan Daerah Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Noor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Noror 23 Tahun 2014 tentang 
Pererintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas UJndang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pererintahan Dacrah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679]; 

8. Peraturan Pererintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 1994 Noror 22, Tarbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republix 
Indonesia Tahun 2000 Noror 194, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) scbagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 97 Tahun 2000 tentang Fonnasi Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4192); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia 
Dalam Jabatan Struktural (Lerbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 NmOr 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4194); 

11.Peraturan Pemerintah Noror 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4263); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Noror 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tarbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887]; 

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 22015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah [Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036]; 

15. Peraturan Daerah Kota Tua} Nomor 02 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual 

[Lcrb~ran D~~r~h Kt~ Tu~l Tah~n 2016 N~tor 88, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tua] Nomor 7096); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TEN'TANG 
JABATAN STRUKTURAL KECAMATAN 
UTARA KOTA TUAL. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasai I 

URAIAN 

PULAU 

TUGAS 
DULLAH 

Dal~rh Per~tur~n ini yang dirks~d dd~rig~n; 
I. Daerah adalah Kota Tual; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tual; 
3. Walikota 'Tual adalah Walikota Tual; 
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual; 

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tual; 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Taal; 

7, Perangkat Daerah adalah organisasi pada Pemerintah Daerah yang 
bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah; 

8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat dalam wilayah Kecamatan 
Pulau Dullah Utara Kota Tual; 

9, Carat adalah kepala kecamatan dalam Wilayah Kecamatan Pulau Dulah 
Utara Kota Tual; 

10. Sekretariat adalah sekretariat pada Kecamatan Pulau Dullah Utara 
Kota Tual; 

11.Seksi adalah seksi pada Kecamatan Pulat Dullah Utara Kota Tual; 
12. Subbagian adalah subbagian pada Kecamatan Pulau Dullah Ltara 

Kotu Toal, 

13.Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggungiawab, wewenang dan hak seorang pcgawai negeri sipil dalam 
rangka merimpin suatu satuan organisasi; 
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14. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan 
fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, 
wewenang dan hak seorang Pegawaj Negeri Sipil dalam suatu satuan 
organisasi yang dalam pclaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 
dan/atau keterarpilan tertentu serta bersifat mandiri; 

15. Pelaksana adalah jabatan di uar jabatan struktural maupun jabatan 
fungsional berada di bawah pejabat eselon terendah yang melaksanakan 
sebagian tugas pada jabatan struktural; 

16. Standar Korpctensi Jabatan yang selanjutnya disebut standar kompetensi 
adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimilili seorang 
Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan; 

17, Tugas Pokok adalah sckumpulan aktifitas untuk menyelesaikan pekerjaan; 
18, Fungsi adalah sekelompok aktifitas yang tergolong pada jenis yang sama 

berdasarkan sifat atau pelaksaannya; 
19. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan 

yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan 
dulr terproses bah@ kerja mtenjadi haslt kerja dale kondist tertetu. 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Pertama 
KEDUDUKAN 

Pasal 2 

(I) Kecamatan dibentuk dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan, pclayanan 
masyarakat kelurahan. 

(2) Kecamatan dipirpin oleh seorang kepala kecarnatan yang disebut carat 
yang berada di bawah dan bertanggang jawab kepada Walikota melalui 
Sekretaris Daerh. 

Bagian Kedua 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal a 

(I) Susunan Organisasi Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, 
terdiri dari: 
a, Carat. 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

I. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 
2. Sub Bagian Umum dun Kepegawaian. 

c. Seksi Pererintahan. 
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban. 
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
f. Seksi Pelayanan Umum. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional, 

(2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pulau Dullah Utara sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran scbagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota Ini. 
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BAB Ul 
TUGAS, FUNGSI DAN URALAN TUGAS 

Bagian Pertama 
CAMAT 

Pasal 4 

(I) Camat mempuanyai tuagas merbantu walikota melaksanakan 
pemerintahan di wilayah kecamatan dalam rangka meningkatkan 
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, 
perberdayaan masyarakat desa dan pelayanan umum. 

(2) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
menyelerggarakan fungsi :  
a. penyelenggar~an urusan pemerintahan umum; 
b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
c. pengkoordinasian upaya pcnyclenggar~an ketentraman dan 

ketertiban umum; 
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Walikota; 
e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum; 
f. pengkoordinasian penycienggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di ting«at kecamatan; 
g. perbinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan; 
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada 
di kecamatan; dan 

i. pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh walikota sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana diraksud pada ayat (I) dan 
ayat [2), uraian tugas Carat adalah sebagai berkut : 

a. merumuskan dan melaksanakan urusan pemerintahan umurn di 
wilayah Kecamatan; 

b, rerumuskan dan melaksanakan visi dan misi Kecamatan; 
c. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan 

Sekretariat dan Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, 
Seksi Kependudukan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 
Seksi Pelayanan Umum; 

d. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRAJ dan Rencana Kerja 
(RENJA), Indikator Kinerja Utama [IKU), Rencana Kerja dan Anggaran 
(RKAJ/RKPA, Dokumen Pelaksaraan Anggaran (DPAJ/DPPA dan 
Perjanjian Kinerja [PK] Kecaratan; 

e. mengoordinasikan dan meruruskan bahan penyiapan penyusunan 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan 
Keterangan Pertanggungiawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabi~litas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP] Kata dan segala bentuk pelaporan lainnya 
sesuai bidang tugasnya; 

f. merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP/ Sister Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP] serta 

Standar Operasional Prosedur (SOP] dan Standar Pelayanan (9Py 
Kecamatan; 

g. mcngoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi 
dan tatalaksana; 
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h. melakukan koordinasi dan Sinkronisasi dengan Organisasi Perangkat 
Dacrah dan Instansi Vertika! di bidang penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan; 

i. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia 
dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan 
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah 
kecamatan; 

j. melakukan koordinasi dergan pemuka agama yang berada di wilayah 
kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban 
umum masyarakat di wilayah kecamatan; 

k. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang tugas 
dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan; 

I. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang tugas 
dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan 
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

mn. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau 
instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan 
prasarana dan fasilitas pelayanan urum; 

n. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan 
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan urum; 

o. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan 
pembangunan lingkup kecamatan dalam forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan {MUSRENBANG} tingkat Kecamatan scbagai 
bahan penyusunan rekomendasi Musyawarah Perencanaan 
Pembapgunan (MUSRENBANG] tingkat kota; 

p. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keselruhan unit 
kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja 
dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; 

q. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi 
pererintahan kelurahan; 

r. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsuitasi 
pelaksanaan administrasi kelurahan; 

s. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah dan perangkat 
kelurahan; 

t. mengoordinasikan penyelenggaraan penilaian terhadap kinerja lurah, 
RT clan RW; 

• mengoordinasikan penanganan bencana di wilayah kerja Kecamatan; 
• mengoordinasikan penyelenggaraan pengawasan pendidikan nonformal, 

kebudayaan, pemuda dan olahraga masyarakat di luar kegiatan 
persekolahan di wilayah kerja Kecamatan; 

w.mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan sister manajemen 
informasi Kecamatan; 

x. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 
walikota untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan; 

y. mengevalasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 
di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

z. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang 
undangan yang berkaitan dengan lingup tugasnya sebagai pedoman 
dalam melaksanakan tugas; 

aa. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan; 
bb. membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan 

mengevalasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

cc. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota 
melalui sekretaris Daerah; dan 

dd. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan. 

6 



Bagian Kedua 
SEKRETARIAT 

Pasal 5 

I) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakcan koordinasi pelaksanaan tugas, 
pembinaan dan pelayanan administrasi kepada serua unit organisasi di 
lingkungan Kecamatan. 

(2) Sekretaris dalam melaksarakan tugas sebagairana dimaksud pada 
ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan, 
keuangan, umum dan kepegawaian; 

b. pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, Lrum 
dan kepegawaian; 

c. pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umtr 
dan kepegawaian; 

d. pengendalian, evaluasi dan plaporan urusan perencanaan dan 
pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 
fungsinya 

(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan 
ayat (2), uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut ; 
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan programn dan kegiatan 

Sekretariat; 
b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan, 

pelaporan, keuangan, rum dan kepegawaian; 
c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan 

Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
d. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKAJ/ RKPA, Dokumnen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat; 
e. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat; 
f. mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Rencana Strategis 

(RENSTRA) dan Rencana Ker]a (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), 
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA]/RKPA, Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA/DPPA dan Perjarjian Kinerja (PK), Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP}/Sister Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan; 

g. mengoordinasikan setiap seksi dalam penyiapan bahan penyusunan 
Laporan Penyelenggaraan Pererintahan Daerah (LPPD), Laporan 
Keterangan Pertangguangiawaban (LKRI) dan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah [LAKIP/Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP kota dan segala bentuk pelaporan lainnya 
sesuai bidang tugasnya; 

h. mengoordinasikan setiap seksi dalam penyuasunan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP] Kecaratan; 

i mcngoordinasikan setiap seksi dalam pembinaan dan pengembangan 
kapasitas organisasi dan tatalaksana; 

j. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, 
administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset sett 
urusan kehumasan, dokumentasi dan protokoler Kecamatan; 

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 
di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

I. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang 
undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman 
dalamn melaksanakan tugas; 
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m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
n. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mcngevaluasi hasil 

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

o. meryampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan 
kepada atasan; dan 

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch atasan. 

Paragraf I 

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

Pasal 6 

(l) Kep~l~ S~bb~gi~r Perencan~an dn Ke~~ngan mi~mpunyai tug~s 
menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan 
serta pelaksanaan administrasi dan akuntansi keuangan. 

(2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas 
scbagaimana dimaksud dalam ayat [I), menyelenggarakan fungsi: 
a. perencanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pclaporan dan 

keuangan; 
b. pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pclaporan dan 

keuangan; 
c. pcmbagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang 

perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan; den 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 
(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana diraksud pada ayat (1) dan 

ayat (2), uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 
adalah sebagai berikut; 
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 
b. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 
c. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA}/RKPA, Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran [DPA)/DPPA Subbagian Perencanaan de 
Kuangan; 

d. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran [DPA)/DPPA Subbagian 
Perencanaan dan Keuangan; 

e. menghirpun bahan dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan 
Rencana Kerja (RENJA], Inadikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja 
dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
[DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan; 

f. menghimpun bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (LAKIP/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Fererintah (SAKIF] Kecamatan; 

g. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungiewa ban 

(LKP.J) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP/ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP] Kota 
dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya; 

h. menghimpun, memaduserasikan dan menyiapkan bahan Rencana Ker)a 
dan Anggaran (RKAJ/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
[DPA)/DPPA dari setiap seksi untuk dioordinasikan dengan Organisai 
Perangkat Daerah terkait; 
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i mclaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di 
lingkup kecamatan sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan yang 
beriaku; 

j. mencliti dan memverifkasi kelengkapan Surat erintah Pembayaran 
(SPP] dan dokuamen pencairan anggaran lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

k. menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Merbayar [SPM) lingkup 
kecaratan; 

I. menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup kecaratan 
sesua dengan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku; 

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 
dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

n. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang 
undangan yang berkaitan dengan lingcup tugasnya sebagai pedoman 
dalarm melaksanakan tugas; 

n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
o. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil 

kerja bawahan agar pclaksanaan tugas dapat berjelan lancar sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada 
atasan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 2 

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEOAWALAN 

Pasa] 7 

(l) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian merpunyai tugas melakukan 
urusan umum, penatasahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, 
kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi 
epegawaian 

(2) Kepala Subbagian Urum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tagas 
sebagairana diraksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. perencanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, 

urusan rumah tangga, kehumasan, dokurnentasi dan inventarisasi 
barang serta administrasi kepegawaian; 

b. pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, 
urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi 
berang serta administrasi kepegawaian; 

c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan urusan 
umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, 
kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi 
cpegawaian; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 
fungsinya. 

(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan 
ayat (a2), uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian raian 
tugas: 

a merencanakan, menyusun dan relaksanakan program dan kegiatan 
Subbagian mum dan Kepegawaian; 

b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, 
Doktumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA Subbagian Umum dan 
Kepegawaian; 

c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA 
Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
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d. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluaar 
scsuai dengan tata naskah dinas yang berlaku; 

e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan; 
f. meminta dan menganalisa rencana kebutuhan barang unit dari 

setiap seksi; 
g. membuat daftar kebutuhan barang dan rencana tahunan barang unit; 
h. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan barang; 
i. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian barang di 

lingkup Kecamatan; 
j. melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang 

barang inventaris Daerah; 
k. melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler Kecaratan; 

L menghimpun bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur 
(SOP] dan Stander Pelayanan (SP Kecamatan; 

m. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi 
dan tatalaksana; 

n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasala,han 
dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannyea; 

o. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan pecundang 
undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman 
dalam melaksanakan tugas; 

p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
q. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil 

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

r. menyarpakan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada 
atasan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Ketiga 
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN 

Pas~l 8 

(1) Kcpala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan 
pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. 

(2] Kepala Seksi Pemerintahan dalar melaksanakan tugas sebagairana 
dimaksud dalam ayat (I), menyelenggarakan fungsi: 
a. perencanaan kegiatan di bidang pemerintahan kecamatan; 
b. pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan kecamatan; 
c pembagian tugas dan mengontro pelaksanaan kegiatan di bidang 

pemerintahan kecamatan; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 
(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dean 

ayat (2J, uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut 
a. merencanakan, menyusun dan mclaksanakan program dan kegiatan 

Seksi Pemerintahan Kecaratan; 
b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Pererintahan Kecamatan; 
c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi 

Pemerintahan Kecamatan; 
d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pemerintahan 

yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi vertikal di 
tingkat Kecamatan; 

e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada 
masyarakat di bidang pemerintahan tingkat Kecamatan; 
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f. menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi 
pelaksanaan administrasi kelurahan; 

g. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan ideologi negara dan 
kesatuan bangsa serta perbinaan kerukunan hidup beragama; 

h. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan lomba/penilaian kelurahan; 
i. melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi yang bersesuaian 

dengan tugas pokok dan fungsinya; 
j. menyiapkan bahan koordinasi dan penyelenggaraan penilaian terhadap 

kinerja lurah, Rukun Tetangga (RT dan Rukun Warga (RW); 

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 
dilingkup tugasnya serta mencari alternatif perecahannya; 

I. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang 
undangan yang berkaitan dengan lingup tugasnya sebagai pedoman 
dalam melaksanakan tugas; 

m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
n. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil 

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

o. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada 
atasan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Keempat 
KEPALA SEKS! KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 

Pasal 9 

(l] Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan 
bahan pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan ketentraman, 
ketertiban dan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Walikota. 

(2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (14, menyeienggarakan fungsi: 

a. perencanaan kegiatan pelaksanaan di bidang ketentraman, ketertiban 
dan penegakan Peraturan Daerah pada wilayah kecamatan; 

b. pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan 
penegakan Peraturan Daerah pada wilayah kecamatan; 

c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang 
ketentraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah pada 
wilayah kecamatan; 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 
fungsinya. 

(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan 
ayat [2), uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah 
sebagai berikut: 

a. merencanakan, menyusun dan relaksanakan program dan kegiatan 
Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 

b. renyusun bahan Rencara Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen 
Pela.ksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 

c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA Seksi 
Ketentraman dan Ketertiban; 

d. menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negera Republik 
Indonesia Sektor dan/atau Korando Rayon Militer mengenai program 
dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umturn di 
wilaya.h Kecamatan; 
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e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan pemuka agama 
yang ada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman 
dan ketertiban umum masyarakat; 

f. menyiapkan bahan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah 
yang tugas dan fuangsinya di bidang penerapan peraturan perundang 
undangan; 

g. menyiapkan bahan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Dacrah 
yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang 
undangan; 

h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tanggap bencana di 
wllayah kerja Kecamatan, 

i, menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan pembinaan 
ketentraman dan ketertiban scrta kemasyarakatan di wilayah kerja 
Kecamatan; 

]. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan pencrapan dan 
penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikcota serta peraturan 
perundang-undangan lainnya di wilayah kerja Kecamatan; 

k. melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya; 

I. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 
dilingkup tugasnya serta mencari alternatif perecahannya; 

m. mcmpelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang 
undangan yang berkaitan dengan lingkcup tugasnya scbagai pedoman 
dalam melaksanakan tugas; 

n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
o. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil 

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuaj 
dengan ketentuan yang berlaku; 

p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada 
atasan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Kelima 
KEPALA SEK'SI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/PMD 

Pasal 10 

(l) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas 
melakukan pengkoordinasian dan penyelenggaraan bidang perberdayaan 
masyarakat dcsa di wilayah kecamatan. 

[) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalar melaksanakan tugas 
scbagairana dimaksud dalam ayat (I], menyelenggarakan fungsi: 
a. perencanaan kegiatan pelaksanaan di bidang pemberdayaan 

masyarakat desa; 
b. pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa; 
c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang 

pemberdayaan masyarakcat desa; dan 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsinya. 
(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) dan 

ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah 
sebagai berikut ; 
a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

seksi pemberdayaan masyarakat desa; 
b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran [(RKA)/RKPA, 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi pemberdayaan 
masyarakat desa; 
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c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran [DPA)/DPPA Seksi 
pemberdayaan masyarakat' desa; 

d. menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat desa; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap 
keseluruhan unit kerja baik pererintah maupun swasts yang 
mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
desa di wilayah kerja Kecamatan; 

f. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan 
masyarakat desa di wilayah Kecamatan bajk yang dilakukan unit kerja 
pemerintah maupun swasta; 

g. menyiapkan bahan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakcat 
(LPM] kelurahan di wilayah Kecamatan; 

h. menyiapkan bahan fasilitasi pemberian bantuan stimulans bagi 
lembaga kemasyarakatan; 

i. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan surber daya manusia 
tenaga teknis pemberdayaan masyarakat Kecamatan; 

j. menyiapkan bahan penyclenggaraan kegiatan gerakan Pemberdayaan 
dan Kesejahteraan Keluarga (PKK]; 

k. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan organisasi sosia/ 
kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (L8M]; 

I mcnyiapkan bahan pengoordinasian penylenggaraan kegiatan program 
pendidikan masyarakat desa; 

m. menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan 
kesehatan masyarakat dan lingkungan di Kecamatan; 

n. menyiapkan bahan pengoordinasian penyclenggaraan pembinaan 
kegiatan program generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, 
kepramukaan serta peranan wanita; 

o. menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan keluarga 
berencana; 

p. menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan 
masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit di wilayah 
kerja Kecamatan; 

q. menyiapkan baban pengoordinasian penyclenggaraan pencegahan dan 
penanggulangan bencana alam dan pencemaran lingkungan skala 
Kecamatan; 

r. menyiapkan bahan administrasi perberian rekomendasi sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya; 

s. melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada camat di 
bidang pemberdayaan masyarakat desa; 

t. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 
dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

u. mempelajari memahami dan melaksanakan peraturan perundang 
undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoran 
ddlarn rcl~ks~rka tugs; 

v. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
w. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil 

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

• menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kcgiatan kepada 
atasan, dan 

y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
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Bagian Keenam 
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM 

Pasal 1l 

(i) Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai 
pengkoordinasian dan penyelenggaraan bidang 
di wilayah kecamatan. 

tugas melakukan 
pelayanan umum 

[2) Kepala Seksi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 
a. perencanaan kegiatan pelaksanaan di bidang Pelayanan Umum; 
b. pelaksanaan kegiatan di bidang Pelayanan Umum; 
e pembagan tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang 

Pelayanan Umum; dean 
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan 

fungsiniy, 
(3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagairmana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat [2), uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Urum adalah sebagai 
berikut : 
a. merencanakan, mcnyusun dan melaksanakan program dan kegiatan 

seksi Pelayanan Umum; 
b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RKPA, Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran [DPA)/DPPA Seksi Pelayanan Umum; 
c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi 

Pelayanan Umum; 
d. menyiapkan bahan pengoordinasian penyeienggaraan kegiatan 

Pelayanan Umm; 
e. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan 

pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat 
desa/kelurahan; 

f. penyajian data di bidang pelayanan umum, baik tingkat kecamatan 
maupun tingkat desa/kelurahan;; 

g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada 
masyarakat di kecamatan;; 

h. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah 
dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang 
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

i. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan 
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;; 

j. menyiapkan bahan administrasi pemberian rekomendasi scsuai dengan 
tugas pokok dan rungsinya; 

k. melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota epada camat di 
bidang pemberdayaan masyarakat desa; 

I. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 
dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 

m. mempelajari memahami dan melaksanakan peraturan perundang 
undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoran 
dalam melaksanakan tugas; 

n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 
o. membagi tugas, memberi petunjuk, men~lai dan mengevaluasi hasil 

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

p. menyampaikan laporan pelaksaraan tugas dan/atau kegiatan kepada 
atasan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
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